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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada BPKD Kabupaten
Lumajang yang merupakan perangkat daerah dengan tugas dan fungsi
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, meliputi
perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan
dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Bidang usaha atau jenis kegiatan yang
menjadi objek PKN adalah pengelolaan keuangan daerah pada Bidang Anggaran,
khususnya dalam proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun Anggaran 2026. Bidang Anggaran memiliki peranan strategis karena
menjadi penghubung antara kebijakan perencanaan daerah dengan implementasi
teknis anggaran yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah (Nasir,
2023).

Prosedur penyusunan DPA merupakan tahapan penting dalam siklus
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pusdiklat Pemerintahan RI,
2024). DPA menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan dan pencairan anggaran oleh setiap perangkat daerah setelah APBD
ditetapkan (Satpol PP Kota Malang, 2026). Dengan demikian, ketepatan,
ketelitian, dan kesesuaian prosedur penyusunan DPA sangat menentukan tertib
administrasi serta kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah
daerah. Dalam praktiknya, penyusunan DPA tidak hanya sebatas penyusunan
dokumen administratif, tetapi juga mencakup proses verifikasi Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), penyesuaian kode rekening, sinkronisasi pagu anggaran, serta
memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peranan Bidang Anggaran dalam hal ini sangat krusial karena menjadi pusat
koordinasi dan pengendalian sebelum anggaran dapat direalisasikan secara resmi

(Sinuhaji & Nasution, 2023).



Dalam pelaksanaan penyusunan DPA, terdapat beberapa kendala yang
dapat memengaruhi kelancaran proses, antara lain ketidaksesuaian data anggaran
yang diajukan OPD, perlunya revisi dokumen setelah proses verifikasi, koordinasi
antar pihak yang belum optimal, serta keterbatasan waktu penyelesaian dokumen
menjelang penetapan APBD. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyusunan
DPA memerlukan beberapa kali perbaikan agar dokumen yang dihasilkan telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kendala tersebut
tidak segera ditangani, proses pengesahan DPA dapat mengalami keterlambatan
sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan program dan kegiatan
pemerintah daerah. Selain itu, keterlambatan penyelesaian DPA juga dapat
memengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan APBD dan efektivitas pelayanan

kepada masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut
adalah melalui pelaksanaan verifikasi secara berjenjang oleh TAPD dan APIP,
penyempurnaan dokumen berdasarkan hasil evaluasi, peningkatan koordinasi
antar OPD, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta
penerapan prosedur penyusunan DPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya prosedur yang jelas, setiap tahapan penyusunan DPA dapat
dilaksanakan secara lebih efektif sehingga mempermudah OPD memahami alur
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan baik dan benar, serta
meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat proses penetapan

dokumen.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Nyata di Bidang Anggaran BPKD
Kabupaten Lumajang, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati secara
langsung seluruh tahapan penyusunan DPA, mulai dari penyusunan RKA-SKPD,
verifikasi dokumen, penyusunan Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran
APBD, penetapan APBD, hingga penyusunan, verifikasi, pengesahan, dan
distribusi DPA kepada seluruh OPD. Pengalaman tersebut memberikan
pemahaman mengenai mekanisme Kkerja, dokumen yang digunakan, serta

koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proses penyusunan DPA.



Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut
mengenai prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai bentuk
implementasi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penulis memilih
judul "Prosedur Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026."

1.2 Rumusan Masalah
PKN ini dilaksanakan pada BPKD Kabupaten Lumajang yang berlokasi di
JI. Alun-Alun Utara No.7, Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang,
Jawa Timur selama kurang lebih tiga bulan. Kegiatan PKN dilaksanakan pada
Bidang Anggaran yang memiliki tugas dalam proses perencanaan dan pengelolaan
anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA). Fokus kegiatan PKN yang dilakukan penulis yaitu
pada kegiatan administrasi dan prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026. Dalam pelaksanaannya, penulis
mengamati serta membantu beberapa kegiatan yang berkaitan dengan proses
penyusunan DPA, seperti penginputan data anggaran, pengecekan dokumen
pendukung, serta memahami alur koordinasi dalam proses penyusunan dokumen
tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada tugas
akhir ini adalah:
1. Bagaimana prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
pada BKPD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 20267
1.3 Tujuan PKN
Adapun tujuan dari penyusunan laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini adalah
sebagai berikut:
1. Mengetahui dan memahami prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada BPKD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026.
2. Mendeskripsikan tahapan penyusunan DPA dalam bentuk flowchart yang
sistematis dan mudah dipahami oleh OPD, agar OPD lebih bisa memahami
alur penyusunan DPA yang baik dan benar.
3. Memberikan gambaran mengenai pihak-pihak, dokumen, dan mekanisme

verifikasi yang terlibat dalam penyusunan DPA.



4. Menambah pengetahuan serta pengalaman mengenai pengelolaan
keuangan daerah, khususnya proses penyusunan DPA.
1.4 Manfaat PKN
Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Praktik Kerja Nyata
(PKN) ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi Mahasiswa
Praktik Kerja Nyata (PKN) memberikan kesempatan berharga bagi
mahasiswa untuk merasakan pengalaman kerja secara langsung di
lingkungan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari seperti pengumpulan data,
penyusunan laporan, verifikasi anggaran, dan prosedur administratif
lainnya, mahasiswa dapat menyaksikan bagaimana teori-teori akuntansi
dan manajemen keuangan yang dipelajari di kelas diaplikasikan dalam
konteks nyata. Pengalaman ini membantu mahasiswa mengembangkan
keterampilan teknis, keterampilan komunikasi, dan keterampilan
profesional seperti etika kerja, kedisiplinan, kerja tim. Selain itu, PKN
meningkatkan kesiapan kerja lulusan dengan memberi kesempatan
membangun jaringan profesional, mendapatkan rekomendasi, dan
mengenali bidang spesialisasi yang diminati. Secara jangka panjang,
pengalaman PKN dapat memperkuat portofolio akademik, mempermudah
transisi ke dunia kerja, serta meningkatkan peluang karier di sektor publik
maupun swasta.
b. Bagi Instansi
Bagi instansi pemerintah, PKN menjadi sumber tenaga muda yang dapat
membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis tanpa mengurangi
kualitas pelayanan. Kehadiran mahasiswa memungkinkan percepatan proses
pengumpulan data, pendokumentasian, dan bimbingan pelaksanaan tugas
rutin seperti penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pelaporan
realisasi anggaran, maupun inventarisasi aset. Laporan PKN yang disusun
oleh mahasiswa tidak hanya memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan
selama periode PKL, tetapi juga menyajikan temuan, analisis, dan

rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan prosedur internal.



Dokumen hasil PKN dapat menjadi bahan dokumentasi yang berguna untuk
audit internal, evaluasi kinerja, dan pelatihan pegawai baru. Selain itu,
sinergi antara instansi dan perguruan tinggi membuka peluang kolaborasi
penelitian terapan, pengembangan sistem informasi keuangan, serta
pembaruan SOP yang berdasarkan temuan empiris lapangan. Dalam jangka
panjang, keterlibatan instansi dalam program PKN dapat meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, inovasi proses kerja, dan citra instansi
sebagai mitra pendidikan.
c. Bagi Perguruan Tinggi
PKN dapat menjadi sarana untuk menjalin kerja sama yang baik antara
perguruan tinggi dengan instansi pemerintah serta sebagai bahan referensi
bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan kegiatan PKN di bidang yang
sama. Secara strategis, program PKN memperkuat peran perguruan tinggi
dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan reputasi
akademik melalui kontribusi langsung terhadap solusi permasalahan

pemerintahan lokal.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur
2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian tahapan kerja yang disusun secara
sistematis untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan
tertentu. Dalam suatu organisasi, prosedur memiliki peranan penting karena dapat
membantu pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih teratur, efektif, efisien, dan sesuai
dengan tujuan organisasi. Adanya prosedur juga mempermudah koordinasi
antarbagian, meningkatkan pengawasan kerja, serta mengurangi kemungkinan
terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pada instansi pemerintahan, prosedur digunakan sebagai dasar
pelaksanaan administrasi dan pelayanan publik agar seluruh kegiatan dapat
berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap prosedur
umumnya memuat tahapan pekerjaan, pihak yang terlibat, dokumen yang
digunakan, dan alur pelaksanaan kegiatan.

Menurut Mulyadi (2021), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal
yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang
dibuat untuk menjamin penanganan transaksi secara seragam yang terjadi
berulang-ulang. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa prosedur dibuat agar
setiap pekerjaan dapat dilakukan secara konsisten dan memiliki standar yang jelas.

Sementara itu, menurut Romney & Steinbart (2020), prosedur merupakan
serangkaian langkah yang dilakukan secara berurutan dalam menyelesaikan suatu
aktivitas bisnis atau administrasi organisasi. Dengan adanya prosedur yang baik,
suatu organisasi dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan
memperjelas tanggung jawab setiap bagian. Dalam konteks pemerintahan daerah,
prosedur sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pada
proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Prosedur penyusunan
DPA harus dilaksanakan sesuai aturan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan

tertib, transparan, dan akuntabel.



2.1.2 Tujuan Prosedur
Tujuan dibuatnya prosedur dalam suatu organisasi antara lain:
a. Memberikan pedoman kerja kepada pegawai dalam melaksanakan
tugas.
b. Menciptakan keteraturan dan konsistensi pelaksanaan pekerjaan.
c. Mempermudah pengawasan dan pengendalian kegiatan organisasi.
d. Mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
2.1.3 Fungsi Prosedur
Fungsi prosedur dalam organisasi meliputi:
a. Sebagai alat pengendalian kegiatan organisasi.
b. Sebagai pedoman pelaksanaan kerja.
Sebagai dasar evaluasi kegiatan.
d. Sebagai alat koordinasi antarbagian.

e. Sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan organisasi

2.2 Penyusunan
2.2.1 Pengertian Penyusunan

Penyusunan merupakan proses pengaturan dan perencanaan berbagai
komponen secara sistematis untuk menghasilkan suatu dokumen atau rencana
kerja yang terstruktur. Menurut Bastian (2022), penyusunan dalam sektor publik
merupakan proses sistematis yang meliputi pengumpulan data, analisis kebutuhan,
penentuan prioritas, dan pengalokasian sumber daya agar tujuan organisasi dapat
tercapai secara optimal. Dalam konteks pemerintah daerah, penyusunan anggaran
dilakukan melalui koordinasi antar OPD untuk memastikan program yang disusun
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Penelitian Lestari et a/ (2023) menjelaskan bahwa penyusunan anggaran
daerah melalui Musrenbang, RKA, dan evaluasi TAPD merupakan tahapan

penting dalam menghasilkan dokumen anggaran yang berkualitas.



2.3 Anggaran
2.3.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam
periode tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan organisasi. Menurut Mowen et al. (2022), anggaran merupakan rencana
keuangan yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dalam rangka
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam pemerintahan
daerah, anggaran dituangkan dalam APBD yang menjadi dasar pelaksanaan
program pembangunan dan pelayanan publik.

Penelitian Hadisutisna (2025) menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan
anggaran berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah dan akuntabilitas
pemerintah.

2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2.4.1 Pengertian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen resmi yang berisi
rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada setiap perangkat daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Permendagri Nomor
77 Tahun (2020), DPA adalah dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran
setelah APBD disahkan. Penelitian Tumboimbela ef al. (2025) menjelaskan bahwa
DPA memiliki peran penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena
menjadi dasar pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan anggaran OPD.

Fungsi DPA antara lain:
a. Dasar pelaksanaan kegiatan OPD

b. Dasar pencairan anggaran
Alat pengendalian keuangan daerah

d. Alat pertanggungjawaban anggaran

2.4.2 Prosedur Penyusunan DPA

Prosedur penyusunan DPA merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan
pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan
APBD yang telah disahkan. Menurut Potu & Mawikere (2023), penyusunan
anggaran berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 dilakukan secara sistematis

mulai dari perencanaan hingga penetapan dokumen anggaran.



Secara umum tahapan penyusunan DPA meliputi:

a. Penyusunan RKA oleh OPD

b. Verifikasi oleh TAPD

c. Evaluasi APBD

d. Penetapan APBD

e. Penyusunan DPA

f. Pengesahan dan distribusi DPA

Penelitian Nangoy et al. (2025) juga menegaskan bahwa implementasi sistem
SIPD membantu mempercepat dan mengefektifkan proses penyusunan DPA.
Selain itu, penelitian Rahman & Djasuli (2024), menyebutkan bahwa prosedur
penyusunan APBD/DPA harus memperhatikan prinsip transparansi dan
akuntabilitas agar tidak terjadi penyimpangan anggaran. Berdasarkan prosedur
yang jelas, diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi transparan,

akuntabel, efisien, dan sesuai regulasi.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
3.1.1 Lokasi Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran utama yang menjadi fokus dalam
kegiatan penelitian. Objek penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, khususnya
pada Bidang Anggaran yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
pengelolaan anggaran daerah.

BPKD Kabupaten Lumajang merupakan perangkat daerah yang memiliki
peran penting dalam membantu pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Secara umum,
BPKD bertugas melaksanakan fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam
menjalankan tugas tersebut, BPKD terbagi ke dalam beberapa bidang kerja sesuai
dengan fungsi masing-masing. Salah satu bidang yang memiliki peran strategis
adalah Bidang Anggaran. Bidang ini bertanggung jawab dalam menyusun
kebijakan anggaran, melakukan koordinasi penyusunan anggaran dengan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyiapkan dokumen anggaran daerah,
serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Bidang Anggaran juga
berperan penting dalam proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran oleh
masing-masing perangkat daerah.

Fokus penelitian dalam tugas akhir ini adalah prosedur penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada BPKD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran
2026. Prosedur tersebut meliputi tahapan-tahapan mulai dari penerimaan data
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pemeriksaan kesesuaian data, proses input
ke dalam sistem, verifikasi oleh pejabat berwenang, sampai dengan pencetakan
atau pengunduhan dokumen DPA yang telah disahkan. Pemilihan objek penelitian
ini didasarkan pada pertimbangan bahwa proses penyusunan DPA merupakan
kegiatan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dokumen DPA menjadi

pedoman resmi bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan
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selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari
dan menjelaskan prosedur penyusunan DPA secara lebih mendalam melalui

kegiatan magang di BPKD Kabupaten Lumajang.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yaitu pada tanggal 1 Februari 2026 s/d 10
April 2026. Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan jam kerja

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Prakter Kerja Nyata

No Hari Jam Kerja Hari x Jam Kerja Total
1 Senin — Kamis 07.30-16.00 19 hari x 8,5 jam 161,5
2. Jum’at 08.00-15.00 3 hari x 7 jam 21
RAMADHAN
3. Senin — Kamis 08.00-15.00 14 hari X 7 jam 98
4. Jum’at 07.30-11.00 4 hari x 3,5 jam 14
TOTAL 294,5

3.2 Sumber Data

Sumber data merupakan asal diperolehnya data yang digunakan dalam
penelitian. Data yang baik akan sangat menentukan kualitas hasil penelitian.
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan sumber data primer.
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau
narasumber yang mengetahui secara jelas objek yang diteliti. Data primer
diperoleh tanpa melalui perantara sehingga informasi yang didapatkan lebih
akurat, aktual, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pegawai

atau staf Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Lumajang. Pegawai tersebut dipilih
sebagai narasumber karena memiliki pengetahuan serta pengalaman langsung

mengenai proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
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Informasi yang diperoleh dari sumber data primer meliputi beberapa hal, antara
lain:

1. Gambaran umum tugas dan fungsi Bidang Anggaran.
Tahapan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Dokumen atau berkas yang dibutuhkan dalam penyusunan DPA.
Sistem atau aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan DPA.
Mekanisme verifikasi dan persetujuan dokumen.

Hambatan atau kendala yang sering terjadi dalam proses penyusunan DPA.

A o

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penggunaan data primer memungkinkan penulis memperoleh informasi secara
langsung dan mendalam mengenai prosedur penyusunan DPA di BPKD
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026. Selain itu, data primer juga
memudahkan penulis dalam menyusun pembahasan yang sesuai dengan kondisi

nyata di tempat magang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penyusunan tugas
akhir ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung
antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Teknik wawancara dipilih karena dinilai efektif dalam memperoleh data yang
rinci dan mendalam, terutama mengenai prosedur kerja yang tidak seluruhnya
tertulis dalam dokumen resmi.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pegawai atau staf pada
Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Lumajang yang terlibat dalam penyusunan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pelaksanaan wawancara dilakukan pada
saat jam kerja dengan tetap menyesuaikan waktu luang narasumber agar tidak
mengganggu aktivitas pekerjaan kantor. Dalam pelaksanaannya, penulis

menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan judul tugas akhir.
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Pertanyaan tersebut bertujuan agar data yang diperoleh lebih terarah dan sesuai

dengan fokus penelitian.

Adapun pokok pertanyaan yang diajukan dalam wawancara meliputi:

1. Bagaimana tahapan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
pada BPKD Kabupaten Lumajang.
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penyusunan DPA.

(8]

Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sebelum penyusunan DPA
dilakukan.

Bagaimana proses verifikasi data anggaran sebelum DPA diterbitkan.
Sistem atau aplikasi apa yang digunakan dalam penyusunan DPA.

Bagaimana proses pencetakan atau pengunduhan DPA setelah disahkan.

NS v e

Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyusunan DPA Tahun
Anggaran 2026.

8. Bagaimana solusi atau langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala

tersebut.

Melalui teknik wawancara ini, penulis memperoleh data yang lebih jelas dan
detail karena narasumber dapat menjelaskan secara langsung berdasarkan
pengalaman kerja. Selain itu, apabila terdapat informasi yang belum dipahami,
penulis dapat mengajukan pertanyaan lanjutan sehingga data yang diperoleh
menjadi lebih lengkap.

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh melalui wawancara, langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam tugas akhir
ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan
teknik analisis yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan
menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang sistematis dan
mudah dipahami.

Teknik ini digunakan karena data yang diperoleh berupa informasi,
penjelasan, pendapat, serta uraian mengenai prosedur penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA), bukan berupa angka-angka statistik. Oleh sebab
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itu, data dianalisis melalui penafsiran dan penyusunan secara runtut sesuai

kenyataan di lapangan.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan seluruh hasil wawancara yang telah
dilakukan dengan pegawai Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Lumajang. Data
yang terkumpul berupa catatan hasil tanya jawab, penjelasan narasumber, serta

informasi tambahan yang berkaitan dengan penyusunan DPA.

a. Uji Keabsahan Data
Untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini valid
dan dapat dipercaya, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi
merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan
berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memperoleh
informasi yang lebih akurat.
b. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang
diperoleh dari berbagai narasumber yang terlibat dalam proses penyusunan
DPA di BPKD Kabupaten Lumajang. Informasi yang diperoleh dari satu
narasumber dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya untuk
memastikan konsistensi dan kebenaran data.
Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan
membandingkan data yang diperoleh dari:
1. Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Lumajang.
2. StafBidang Anggaran BPKD Kabupaten Lumajang.
3. Dokumen resmi yang berkaitan dengan penyusunan DPA
2. Reduksi Data
Data yang telah terkumpul kemudian dipilih dan diseleksi sesuai dengan
kebutuhan penelitian. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan judul tugas
akhir dipisahkan, sedangkan data yang relevan mengenai prosedur penyusunan

DPA dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.
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3. Penyajian Data
Data yang telah melalui proses seleksi dan pengelompokan kemudian

disusun serta disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Penyajian
data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi berdasarkan tema dan
tahapan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data disajikan
berdasarkan urutan proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
pada BPKD Kabupaten Lumajang, dimulai dari tahap penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA), proses verifikasi dan evaluasi oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD), penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), hingga penerbitan dan pengesahan DPA. Selain disajikan dalam bentuk
uraian deskriptif, data juga dapat didukung dengan tabel, bagan, atau flowchart
untuk memperjelas hubungan antar tahapan yang ada. Penyajian data secara
terstruktur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur,
mekanisme, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan DPA.
Dengan demikian, gambaran mengenai pelaksanaan penyusunan DPA dapat
dipahami secara lebih jelas, rinci, dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di
lapangan..
4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.
Kesimpulan berisi gambaran umum mengenai prosedur penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada BPKD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran
2026 beserta kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya. Dengan
menggunakan teknik analisis data tersebut, penulis dapat menyusun hasil
penelitian secara runtut, objektif, dan sesuai dengan data yang diperoleh dari
lapangan. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang
jelas mengenai bagaimana prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

dilaksanakan pada BPKD Kabupaten Lumajang.
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BPKD Kabupaten Lumajang

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 tahun 2021
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten
Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Dengan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi sebagai berikut:
4.1.1 Tugas Pokok

Sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas pokok
“Membantu  Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang keuangan daerah”.
4.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
keuangan daerah;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Badan;

d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 110 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

BADAN
1
1
! |
_________ !
1 SEKRETARIAT
1
H
KELOMPOKJF | | [ ——— 3
SUB-KOORDINATOR
SUB BAGIAN
PAMN ICELOMPOLW TI0
UMUM DAN
KEPEGAWATAN
l | I |
BIDANG BIDANG BIDANG AKUNTANSI BIDANG PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK
ANGGIARAN N KRHANGAN HAIt‘I’I LL
1 1 1
| R —— _I L 1 I l_ 1 b o o 1
— i SUB BIDANG i SO BIDANG : SUB BIDANG i
PENDAPATAN DAN i PERBENDAHARAAN i PENGOALAHAN DATA | ] |~ PENATAUSAHAAN i
PEMBIAYAAN : PENERIMAAN : AKUNTANSI i BARANG
SUB BIDANG i SUB BIDANG i SUB BIDANG ! SUB BIDANG
1 1 3 0
PENYUSUNAN 17| PERBENDAHARAAN | I PELAPORAN i PEMANFAATAN DAN
b GANAN
: PENGELUARAN : KEUANGAN : PEMINDAHTANGANAN
1 1 H
SUB-KOORDINATOR | | | SUB-KOORDINATOR || SUB-KQORDINATOR | ! SUB-KOORDINATOR
1 1
DAN KFILOMPOKJF |1 | DAN KELOMPOK .IF |1 DAN KELOMPOK IE | i DAN KELOMPOK IF
1
J L 1 L

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang
4.1.4 Visi, Misi dan Slogan
Visi :  Terwujudnya Lumajang yang amanah, manusiawi dan berkeadilan
(AMAN).
Misi  : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata
kelola yang inovatif.
Slogan : Integritas Tanpa Batas, Keuangan Daerah Berkualitas.
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4.2 Tugas Kepala badan, Sekretaris, TAPD, DPRD, APIP dan Bidang

Adapun tugas kepala badan, sekretaris dan masing-masing bidang sebagai
berikut :
4.2.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Mengendalikan seluruh proses penyusunan anggaran daerah.

2. Memberikan persetujuan terhadap dokumen yang telah disusun.

3. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.

4. Menetapkan dokumen yang telah memperoleh persetujuan sesuai

ketentuan.

Tujuannya memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah
berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan mendukung pencapaian
tujuan pembangunan daerah.

4.2.2 Sekretariat
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah
berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Untuk
melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya
ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-
undangan;
c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan
masyarakat;
d. pengelolaan urusan rumah tangga;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier

pegawai;
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penyusunan  rencana anggaran, pengelolaan  keuangan serta
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
penyusunan  rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan
serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Badan;

pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas — tugas bidang;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat, sebagai
berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a.

b.

menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

menyusun rencana kebutuhan pegawai dan melaksanakan administrasi
kepegawaian;

menyusun rencana kebutuhan pegawai dan pelatihan pegawai,

menyiapkan dan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan barang dan
rencana pemeliharaan barang Badan;

melaksanakan koordinasi pengelolaan, pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana Badan;

melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
melaksanakan urusan rumah tangga, surat-menyurat, dan kearsipan Badan;
melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan
Badan;

melaksanakan koordinasi ~ penyediaan dan  pengelolaan  sistem
pemerintahan berbasis elektronik;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
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4.2.3 Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan, belanja, serta

pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Anggaran, mempunyai fungsi:

1.

a.

penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran yang selaras dengan Rencana
Strategi dan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
pengkoordinasian dan penyusunan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS;

pengkoordinasian, penyusunan, dan verifikasi RKA-SKPD/Perubahan
RKA-SKPD;

pengkoordinasian, penyusunan, dan verifikasi DPA-SKPD/Perubahan
DPA-SKPD;

pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
pengkoordinasian dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang
Anggaran;

pengkoordinasian perencanaan  anggaran pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;

pembinaan penganggaran daerah;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bahan;

pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil kepada Kepala Badan,;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Anggaran sebagai berikut:

Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan

a.

merumuskan dan  menyusun rencana kerja Sub  Bidang

Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
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melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan Perubahan
RKA-SKPD, termasuk BLUD dan PPKD;

melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD
dan Perubahan DPA-SKPD;

memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran

2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran

a.

4.2.4

merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Penyusunan
Anggaran;

menyusun rancangan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS;

menyusun anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban
eksekutif dalam rangka penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperda
tentang Perubahan APBD;

melaksanakan penyempurnaan Raperda tentang APBD dan Raperda
tentang Perubahan APBD;

melaksanakan penyiapan penetapan Raperda tentang APBD dan Raperda
tentang Perubahan APBD;

memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi:

a.

penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
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b. penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah;

c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pedoman dalam rangka
implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
dan badan layanan umum daerah;

e. pelaksanaan pengumpulan data laporan keuangan badan usaha milik
daerah dan ikhtisar laporan keuangan pemerintah desa;

f. pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi atas kinerja keuangan

pemerintah daerah;
g. pendistribusian laporan keuangan pemerintah daerah;
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan, sebagai berikut :
1. Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi

a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data
Akuntansi;

b. menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh
dokumen sumber/bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan Laporan
Realisasi Anggaran, belanja, dan pembiayaan,;

c. menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh
dokumen sumber/bukti transaksi finansial meliputi pendapatan laporan
operasional, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas;

d. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan proses
pengolahan data transaksi akuntansi anggaran dan transaksi akuntansi
finansial;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan;
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2.

f.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Sub Bidang Pelaporan Keuangan

a.

=

m ® Qo

merumuskan dan menyusun rencana kerja  Sub BidangPelaporan
Keuangan;
mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,;

melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,;

menyusun laporan keuangan bulanan, tribulan, semester dan akhir tahun;

menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban atas

Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

meliputi:

1. laporan realisasi anggaran;

2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

3. neraca;

4. laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas
dan catatan atas laporan keuangan.

menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan

APBD;

mengevaluasi laporan keuangan SKPD dan Badan Layanan Umum

Daerah;

mengkoordinasikan pengumpulan data laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah;

mengkoordinasikan pengumpulan data laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah;

mendistribusikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
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4.3 Hasil Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang memberikan gambaran secara
nyata mengenai bagaimana prosedur perencanaan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil
observasi, wawancara, serta dokumentasi selama kegiatan PKL, diketahui bahwa
penyusunan DPA merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan
keuangan daerah karena DPA menjadi dasar hukum bagi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran selama
satu tahun anggaran.

Proses penyusunan DPA di BPKD Kabupaten Lumajang dilakukan secara
sistematis dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya,
proses ini melibatkan beberapa pihak terkait dan membutuhkan berbagai dokumen
pendukung agar DPA yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan

ketentuan yang berlaku.
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Sebelum memaparkan hasil pembahasan, rincian alokasi waktu dan uraian
kegiatan penulis disajikan secara sistematis dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Alokasi Waktu Kegiatan PKN di BPKD Kabupaten Lumajang

No Alokasi Kegiatan PKN Minggu Ke Jumlah Jam
112345678

Perkenalan lingkungan kerja, pengenalan struktur
organisasi, serta mengikuti apel pagi bersama
pegawai sebelum memulai aktivitas

1 kerja.

Membantu administrasi surat menyurat, seperti
merekap surat masuk dan surat keluar serta
menyetorkan surat kepada kepala

2 Bidang Anggaran.

Membantu memeriksa kelengkapan dokumen
usulan anggaran OPD serta menginput data
3 anggaran ke dalam sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah.

Membantu mengunduh, mengelompokkan, merevisi,

scanning, fotokopi, dan pengarsipan dokumen DPA.

Membantu distribusi dokumen anggaran kepada
OPD terkait serta membantu persiapan rapat

bidang

5 | anggaran.

TOTAL 294,5 Jam
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4.4 Prosedur Penyusunan Dokumen Keuangan Anggaran (DPA)
4.4.1 Prosedur Penyusunan RKA

1. Penyusunan RKA

Prosedur Penyusunan RKA-SKPD

SKPD TAPD / Anggaran APIP

_____ Menerima SE dart
f TAPD
“

Menerima catatan
revisi dari TAPD

[Melakukan perbaikan
RKA

Menyusun Rapenda dan
Raperkada Penjabaran
APBD

Raperkada

Penjabaran '

>

Mencetak ulang
RKA-SKPD

Mengirim surat

catatan revisi kepada

Keterangan: Sk

1. RKA: Rencana Kerja Anggaran

2. SIPD - Sistem Informasi Pemerintah Daerah
3. Raperda - Rancangan Peraturan Daerah

4. Raperkada : Rancangan Peraturan Kepala Daerah
5. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. TAPD  Tim Anggaran Pemerintah Daerah

7. APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Penyusunan RKA
Sumber: Dikembangkan dari Permendagri No. 14 Tahun 2025

Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diawali dengan
dimulainya kegiatan penyusunan anggaran untuk tahun anggaran yang akan
datang. Pada tahap ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
mempersiapkan pedoman penyusunan RKA yang akan digunakan oleh seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai acuan dalam menyusun dokumen
perencanaan dan penganggaran. Pedoman tersebut menjadi dasar bagi seluruh
tahapan penyusunan RKA agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah dan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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4.5 Prosedur Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD)

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang,

proses peényusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dilaksanakan

melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut dimulai dari

perumusan kebijakan daerah hingga penyusunan (DPA-SKPD). Setiap tahapan

memiliki fungsi dan tujuan tertentu untuk memastikan bahwa anggaran yang

disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, peraturan perundang-

undangan, serta kemampuan keuangan daerah.

2. Penyusunan RAPBD

Prosedur Peny

Perda dan R

Perkada Penj;

an APBD

TAPD / Anggaran

Kepala Daerah

DPRD

Raperkada 1
Penjabaran
1
Raperda APBD
Menyusun Surat
Pengantar

Raperkada 1
Penjabaran

1
Raperda APBD

Keterangan:

1. SK : Surat Keputusan

2. SP . Surat Pengantar

@

Raperkada 1
Penjabaran
1
Raperda APBD

Raperkada 1
Penjabaran

1
Raperda APED

Melakukan penetapan
Perda dan Perkada
Penjabaran APBD

Raperkada 1

Penjabaran
1
Raperda APBD

Surat Hasil Evaluasi

Melakukan
Penyempurnaan /,
evaluasi

SK DPRD
Surat hasil evaluasi

Raperkada 1
Penjabaran
1
Raperda APBD
Membahas sesuai
kebutuhan

enyetujui Raperda dan,
Raperkada Penjabara
APED

tidak ya

Raperkada
Penjabaran

Revisi dokumen

1
Raperda APBD

1

Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Penyusunan RAPBD
Sumber : Dikembangkan dari Permendagri No. 14 Tahun 2025
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Prosedur Penyusunan Rancangan Perda

Gubernur

Biro Hukum

engevaluasi kesesuaia
SP terkait Raperda
dan Raperkada
Penjabaran

APBD

dan Rancangan Perkada Penjabaran APBD

IAPBD

Melakukan

register

Raperda

Gambar 4.4 Flowchart Penyusunan Perda dan Perkada Penjabaran APBD
Sumber: Dikembangkan dari Permendagri No. 14 Tahun 2025

3. Timeline Penyusunan RAPBD 2026

TIMELINE PENETAPAN APBD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2026

Timeline P pan APBD Kabupatten Lumajang Tahun Anggaran 2026
Juni Juli Agustus September Oktober Oktober - N b N b D b
RKA dari
TAPD ke SKPD

Penyusunan
RKA-SKPD

Verifikasi RKA
oleh SKPD

Penyusunan
RAPBD

RKA-SKPD

RKA Hasil
Verifikasi ke
TAPD

Pembahasan RKA
bersama TAPD

Verifikasi
RAPBD oleh
TAPD

RKA Hasil
Pembahasan

RAPBD Hasil
Verifikasi

Pembahasan
RAPBD oleh
TAPD dan
Perangkat Daerah

RAPBD Hasil
Pembahasan

Penyampaian
RAPBD
kepada DPRD

RAPBD Hasil
Pembahasan DPRD

Evaluasi
RAPBD oleh

Gubernur

Penetapan
Perda APBD
oleh Bupati

Registrasi
Perda APBD
oleh Gubernur

\_/r—\

RAPBD Hasil
Evaluasi Gubernur

Bersama
Kepala Daerah dan

DPRD tentang
RAPBD

Nota Kesepakatan
KUA & PPAS
Nota Persetujuan
Bersama RAPBD

Penyempurnaan
RAPBD sesuai
Hasil Evaluasi

RAPBD Hasil
Penyempurnaan

Perda APBD
Kab. Lumajang
TA 2026

Perda APBD
Kab. Lumajang

Penyampaian
Perda APBD
kepada Gubernur

Perda APBD dan
Lampiran

Selesai

KETERANGAN:
(1) RKA Hasil Pembahasan
(2) RAPBD Hasil Verifikasi

@ Penyampaian RAPBD ke DPRD

(3 Persetujuan Bersama RAPBD
(5) RAPBD Hasil Penyempurnaan
@ Penyampaian Perda ke Gubernur

DASAR HUKUM:

+ Permendagri No. 14 Tahun 2025

* PP No. 12 Tahun 2019
+ Peraturan BPKD Kab. L

tentang

APBD TA 2026

Gambar 4.5 Flowchart Timeline Penyusunan RAPBD
Sumber: Dikembangkan dari Permendagri No. 14 Tahun 2025
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Prosedur Penyusunan RKA

Menyusun RKA-SKPD, proses penyusunan RKA-SKPD diawali dengan
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh masing-masing SKPD
berdasarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran
(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Mencetak RKA-SKPD, setelah dokumen RKA-SKPD selesai disusun,

SKPD mencetak dokumen tersebut sebanyak tiga rangkap. Dokumen yang
telah dicetak digunakan sebagai bahan verifikasi dan pemeriksaan oleh
pihak yang berwenang.

Menyampaikan RKA-SKPD kepada TAPD, dokumen RKA-SKPD yang
telah dicetak kemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) untuk dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian anggaran

yang diusulkan.

. Melakukan Verifikasi RKA-SKPD oleh TAPD, TAPD melakukan

verifikasi terhadap dokumen RKA-SKPD yang diajukan oleh SKPD.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara usulan anggaran
dengan KUA, PPAS, serta kebijakan pembangunan daerah.

Melakukan revisi rokumen apabila tidak disetujui, apabila hasil verifikasi
menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam dokumen
RKA-SKPD, maka dokumen dikembalikan kepada SKPD untuk dilakukan
revisi dan penyempurnaan sesuai hasil verifikasi.

Menyetujui RKA-SKPD, apabila dokumen RKA-SKPD telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, maka TAPD memberikan persetujuan dan
dokumen dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

. Melakukan verifikasi oleh APIP, RKA-SKPD yang telah diverifikasi oleh
TAPD kemudian disampaikan kepada APIP untuk dilakukan verifikasi
lebih lanjut. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyusunan
anggaran telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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. Melakukan Perbaikan Dokumen Apabila Tidak Disetujui APIP, jika APIP

menemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dalam dokumen RKA-
SKPD, maka dokumen dikembalikan untuk diperbaiki sesuai dengan hasil
verifikasi APIP.

Menyetujui Hasil Verifikasi APIP, apabila dokumen telah memenuhi
seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku, APIP memberikan
persetujuan terhadap RKA-SKPD.

Menyusun Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD, berdasarkan
RKA-SKPD yang telah memperoleh persetujuan, dilakukan penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD) dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
(Raperkada Penjabaran APBD).

. Mengarsipkan Dokumen, dokumen RKA-SKPD, Raperda APBD, dan
Raperkada Penjabaran APBD yang telah selesai diproses kemudian
diarsipkan sebagai dokumen resmi pemerintah daerah.

Menyelesaikan Proses Penyusunan RKA-SKPD, setelah seluruh tahapan
selesai dilaksanakan, proses penyusunan RKA-SKPD dinyatakan selesai
dan dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD

Kabupaten Lumajang.

prosedur penyusunan RAPBD

Setelah seluruh dokumen RKA-SKPD selesai diverifikasi dan dinyatakan
sesuai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD beserta Rancangan Peraturan
Kepala Daerah (Raperkada) tentang Penjabaran APBD. Penyusunan kedua
dokumen tersebut dilakukan berdasarkan hasil kompilasi RKA-SKPD
yang telah disetujui sehingga seluruh program, kegiatan, serta anggaran
dari masing-masing OPD telah terakomodasi dalam rancangan APBD.
Setelah Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD selesai disusun,
TAPD membuat surat pengantar sebagai dokumen administrasi untuk
menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada Kepala Daerah. Surat

pengantar berfungsi sebagai dokumen resmi yang menjelaskan maksud
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penyampaian dokumen sebelum dilakukan proses pembahasan bersama
DPRD.

Kepala Daerah menerima Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran
APBD beserta surat pengantar dari TAPD. Selanjutnya Kepala Daerah
menyampaikan dokumen tersebut kepada DPRD untuk dilakukan
pembahasan sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD sebagaimana
diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.DPRD
menyerahkan Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD yang telah
disetujui kepada TAPD.

. DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan terhadap
Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD. Pembahasan dilakukan
untuk memastikan bahwa program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi
anggaran telah sesuai dengan RKPD, KUA-PPAS, serta kemampuan
keuangan daerah.

Setelah proses pembahasan selesai, DPRD memberikan keputusan
terhadap Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD. Apabila
dokumen telah sesuai, DPRD memberikan persetujuan bersama sehingga
dokumen dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi oleh Gubernur. Namun
apabila DPRD belum memberikan persetujuan, dokumen dikembalikan
kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada TAPD. Selanjutnya TAPD
melakukan penyempurnaan dokumen sesuai hasil pembahasan DPRD
sebelum diajukan kembali kepada DPRD hingga memperoleh persetujuan

bersama.

Evaluasi dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Perda

dan Rancangan Perkada APBD

Setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, TAPD kembali
menyusun surat pengantar sebagai dokumen administrasi untuk
menyampaikan Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD kepada
Gubernur melalui Pemerintah Provinsi guna dilakukan evaluasi.

. Gubernur melakukan evaluasi terhadap Raperda APBD dan Raperkada

Penjabaran APBD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen
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telah sesuai dengan kepentingan umum, kebijakan nasional, peraturan
perundang-undangan, serta kemampuan keuangan daerah.

c. Gubernur menyerahkan surat hasil evaluasi terkait Raperda APBD dan
Raperkada penjabaran APBD yang sudah sesuai dengan Permendagri
kepada Kepala Daerah.

d. Kepala Daerah melakukan penyempurnaan evaluasi bersama DPRD.

e. Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan
pimpinan DPRD.

f. Kepala Daerah melampirkan surat keputusan Pimpinan DPRD bersamaan
dengan TAPD menyerahkan Raperda dan Raperkada Penjabaran APBD
kepada Biro Hukum Sekretariat.

g. Biro Hukum Sekretariat memberikan nomor register pada Raperda dan
Raperkada Penjabaran APBD.

4. Penetapan RAPBD

a. Setelah memperoleh nomor register, Kepala Daerah menetapkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD. Dengan ditetapkannya kedua peraturan tersebut, APBD telah
memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah.

4.6 Penyusunan DPA

Tahap terakhir dalam alur penyusunan RAPBD adalah penyusunan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
DPA-SKPD merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran
pada masing-masing OPD. Dalam penyusunan DPA-SKPD, setiap OPD
menyesuaikan program, kegiatan, dan anggaran yang telah disetujui dalam APBD.
Dokumen ini memuat rincian anggaran yang dapat digunakan oleh OPD selama
satu tahun anggaran. Setelah DPA-SKPD disahkan, maka setiap OPD dapat mulai
melaksanakan kegiatan dan menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dengan demikian, proses penyusunan RAPBD dinyatakan selesai dan

memasuki tahap pelaksanaan anggaran daerah.
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4.7 Verifikasi DPA

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan,
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melakukan proses verifikasi
terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun berdasarkan
APBD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan,
subkegiatan, pagu anggaran, kode rekening, serta target kinerja yang tercantum
dalam DPA telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam APBD dan
Penjabaran APBD. Selain itu, verifikasi juga bertujuan untuk meminimalkan
kesalahan administrasi maupun kesalahan penganggaran yang dapat menghambat
pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dilakukan perbaikan dan

penyesuaian terlebih dahulu sebelum DPA dapat diproses ke tahap berikutnya.

4.8 Pengesahan DPA

Setelah seluruh data dalam DPA selesai diverifikasi dan dinyatakan
sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan, dilakukan proses pengesahan DPA
oleh pejabat yang berwenang. Pengesahan ini merupakan bentuk persetujuan
resmi terhadap dokumen anggaran yang akan digunakan oleh OPD dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Dengan
adanya pengesahan, DPA memperoleh kekuatan administratif dan menjadi
dasar hukum bagi setiap perangkat daerah dalam melakukan pelaksanaan
kegiatan, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

4.9 Finalisasi DPA dalam Sistem

Tahap selanjutnya adalah finalisasi DPA. Pada tahap ini dilakukan
pemeriksaan akhir terhadap seluruh isi dokumen untuk memastikan tidak
terdapat kesalahan data, ketidaksesuaian pagu anggaran, maupun kekeliruan
administrasi lainnya. Finalisasi dilakukan dengan mencocokkan kembali data
yang terdapat dalam DPA dengan APBD dan dokumen pendukung lainnya.
Setelah seluruh data dinyatakan lengkap dan benar, dokumen DPA siap untuk
dicetak dan didistribusikan kepada masing-masing perangkat daerah sebagai

pedoman pelaksanaan anggaran.
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4.10 Distribusi DPA kepada OPD

Setelah proses finalisasi selesai dilakukan, DPA didistribusikan kepada
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang. Distribusi DPA bertujuan agar setiap OPD memperoleh
dokumen resmi yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah direncanakan. Melalui DPA tersebut, OPD dapat
melaksanakan kegiatan serta mengelola anggaran sesuai dengan alokasi yang
telah ditetapkan dalam APBD. Dengan diterimanya DPA oleh masing-masing
OPD, maka proses penyusunan DPA dinyatakan selesai dan memasuki tahap

pelaksanaan anggaran daerah pada tahun anggaran berjalan.

4.11 Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan DPA

pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RAPBD pada
BPKD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPD merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab
menyusun program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing. Dalam proses penyusunan anggaran, SKPD menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA-SKPD) berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah. RKA yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan
RAPBD karena memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
dibutuhkan oleh masing-masing perangkat daerah.

Tugas dan fungsi SKPD:
a. Menerima Surat Edaran pedoman penyusunan anggaran dari TAPD.
b. Menyusun RKA-SKPD sesuai program dan kegiatan yang direncanakan.
Menginput dan mencetak dokumen RKA melalui SIPD.
d. Menyerahkan RKA kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

TAPD merupakan tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan
bertugas menyiapkan serta mengoordinasikan penyusunan APBD. Dalam
flowchart, TAPD memiliki peran penting mulai dari melakukan verifikasi

terhadap RKA yang diajukan SKPD hingga menyusun Rancangan Peraturan
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Daerah tentang APBD (Raperda APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD (Raperkada Penjabaran APBD).

o o T @

Tugas dan fungsi TAPD:

Menyampaikan pedoman penyusunan anggaran kepada SKPD.

Melakukan verifikasi dan penelaahan terhadap RKA-SKPD.

Meminta revisi apabila terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen RKA.
Menyusun Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD.

Menyiapkan surat pengantar dan dokumen pendukung untuk

disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

APIP merupakan unsur pengawas internal pemerintah daerah yang

bertugas memastikan dokumen anggaran telah disusun sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam flowchart, APIP melakukan reviu atau

verifikasi terhadap dokumen RKA sebelum digunakan dalam penyusunan

RAPBD.
Tugas dan fungsi APIP:
a. Melakukan reviu dan verifikasi terhadap RKA-SKPD.
b. Menilai kesesuaian dokumen dengan regulasi yang berlaku.

a o

Memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kekurangan.

Memberikan persetujuan hasil reviu apabila dokumen telah sesuai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki
kewenangan membahas dan menyetujui RAPBD bersama Kepala Daerah.
Pada tahap penyusunan RAPBD, DPRD melakukan pembahasan terhadap
Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD yang diajukan
pemerintah daerah.

Tugas dan fungsi DPRD:

Membahas Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD.

Menilai kesesuaian anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Memberikan persetujuan atau meminta perbaikan terhadap dokumen
RAPBD.

Menetapkan persetujuan bersama terhadap APBD.
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4.12 Kendala dalam Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama pelaksanaan

Praktik Kerja Nyata di Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, proses penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 secara umum telah
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga

memerlukan penyesuaian pada beberapa tahapan penyusunan DPA.

a. Ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen dari Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)

Pada tahap verifikasi masih ditemukan dokumen pendukung
maupun data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang belum lengkap
atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut
menyebabkan dokumen harus dikembalikan kepada OPD untuk dilakukan
perbaikan sebelum dapat diproses lebih lanjut. Akibatnya, proses
penyusunan DPA menjadi lebih lama karena memerlukan verifikasi ulang

terhadap dokumen yang telah direvisi.
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b. Revisi anggaran yang dilakukan secara berulang
Dalam proses penyusunan DPA masih terdapat perubahan terhadap
rincian anggaran, kode rekening, maupun program dan kegiatan yang telah
disusun sebelumnya. Perubahan tersebut mengharuskan dilakukan
penyesuaian kembali pada dokumen anggaran sehingga memperpanjang
proses verifikasi dan finalisasi DPA.
c. Tingginya tingkat ketelitian dalam penginputan data
Penyusunan DPA dilakukan melalui sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah sehingga setiap data harus diinput secara benar dan
sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan. Kesalahan sekecil apa pun,
seperti kesalahan kode rekening, pagu anggaran, atau target kinerja, dapat
mengakibatkan perlunya perbaikan sebelum dokumen dapat disahkan.
d. Keterbatasan waktu penyelesaian dokumen
Penyusunan DPA harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan
dalam tahapan pengelolaan APBD. Apabila terdapat keterlambatan
penyampaian dokumen dari OPD atau banyaknya revisi yang harus
dilakukan, waktu yang tersedia untuk proses verifikasi, pengesahan, dan
finalisasi menjadi semakin terbatas sehingga pegawai harus bekerja lebih
teliti agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
e. Banyaknya dokumen yang harus diverifikasi dan diarsipkan
Proses penyusunan DPA melibatkan seluruh OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang sehingga jumlah dokumen yang harus
diverifikasi, dicetak, dipindai, dan diarsipkan cukup banyak. Kondisi ini
meningkatkan beban administrasi pada Bidang Anggaran, terutama pada

saat mendekati batas akhir penyelesaian DPA.
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4.13 Rekomendasi Solusi atas Kendala dalam Proses Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Berdasarkan kendala yang ditemukan selama proses penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), terdapat beberapa rekomendasi yang dapat
diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan DPA
pada tahun anggaran berikutnya.

a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD

BPKD dapat meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD melalui
sosialisasi, pendampingan, maupun bimbingan teknis mengenai tata cara
penyusunan dokumen anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain
itu, penyusunan daftar periksa (checklist) kelengkapan dokumen sebelum
disampaikan kepada BPKD dapat membantu mengurangi kesalahan
administrasi dan mempercepat proses verifikasi.
b. Meminimalkan revisi pada tahap akhir

Untuk mengurangi revisi yang dilakukan secara berulang, pembahasan
anggaran pada tahap penyusunan RKA perlu dilakukan secara lebih rinci dan
cermat. Setiap OPD juga perlu memastikan bahwa seluruh usulan program,
kegiatan, dan rincian anggaran telah sesuai dengan KUA, PPAS, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dokumen disampaikan
kepada TAPD dan BPKD.
c. Meningkatkan ketelitian dalam penginputan data

Ketelitian petugas dalam melakukan penginputan data perlu terus
ditingkatkan melalui pemeriksaan berlapis (double check) sebelum dokumen
difinalisasi. Selain itu, pemanfaatan fitur validasi pada sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mendeteksi kesalahan data
sejak awal sehingga mengurangi risiko revisi pada tahap akhir.
d. Menyusun jadwal kerja yang lebih terencana

Untuk mengatasi keterbatasan waktu, perlu dilakukan penyusunan jadwal
kerja yang lebih rinci pada setiap tahapan penyusunan DPA. Monitoring
terhadap progres penyusunan dokumen secara berkala juga penting dilakukan
agar setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu jadwal

penyelesaian DPA.
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e. Mengoptimalkan sistem pengarsipan dokumen

BPKD dapat meningkatkan penggunaan arsip digital dalam pengelolaan
dokumen DPA sehingga proses penyimpanan, pencarian, dan distribusi
dokumen menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, pembagian tugas yang
jelas antarpegawai dalam proses verifikasi dan pengarsipan juga dapat

membantu mengurangi beban kerja pada saat volume dokumen meningkat.

Penerapan rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan
kualitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), mempercepat
proses verifikasi dan pengesahan dokumen, serta mendukung terwujudnya
pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel pada BPKD Kabupaten Lumajang.
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BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, khususnya
pada Bidang Anggaran, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilaksanakan secara sistematis dan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan DPA diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang telah disepakati. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan
evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BPKD untuk
memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Setelah APBD
ditetapkan, dilakukan penyusunan, verifikasi, pengesahan, finalisasi, dan
distribusi DPA kepada seluruh OPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan

penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.

5.2 Keterbatasan
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dan penyusunan laporan tugas
akhir ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis, antara lain:

1. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yang relatif singkat sehingga
penulis belum dapat mengamati seluruh proses pengelolaan keuangan
daerah secara menyeluruh.

2. Data yang diperoleh sebagian besar berasal dari hasil wawancara dan
observasi pada Bidang Anggaran sehingga pembahasan lebih terfokus
pada prosedur penyusunan DPA dan belum mencakup seluruh aspek

pengelolaan keuangan daerah.
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3. Keterbatasan akses terhadap beberapa dokumen internal yang bersifat

terbatas sehingga informasi yang diperoleh hanya berdasarkan data yang

diizinkan untuk dipelajari selama kegiatan PKN.

Penulis belum terlibat secara langsung dalam proses pengambilan
keputusan strategis terkait penyusunan anggaran, sehingga pemahaman
yang diperoleh lebih banyak berasal dari kegiatan administrasi dan

pendampingan proses kerja.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata, penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Untuk mengatasi keterbatasan waktu pelaksanaan PKN yang relatif
singkat, diharapkan pelaksanaan PKN pada periode berikutnya dapat
dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang sehingga mahasiswa
memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengamati dan memahami
seluruh proses pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKN selanjutnya, disarankan
untuk melakukan pengumpulan data dari berbagai bidang yang terkait
dalam pengelolaan keuangan daerah agar pembahasan yang dihasilkan
tidak hanya berfokus pada satu prosedur tertentu, tetapi juga dapat
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keseluruhan

proses pengelolaan keuangan daerah.

. Instansi tempat pelaksanaan PKN diharapkan dapat memberikan akses

yang lebih luas terhadap dokumen dan informasi yang tidak bersifat
rahasia, sehingga mahasiswa dapat memperoleh data yang lebih lengkap
untuk mendukung penyusunan laporan tugas akhir tanpa mengabaikan
ketentuan dan kerahasiaan yang berlaku.

Mahasiswa yang melaksanakan PKN disarankan untuk lebih aktif
mengikuti kegiatan rapat, koordinasi, maupun diskusi yang berkaitan
dengan penyusunan anggaran. Dengan demikian, mahasiswa dapat

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses
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pengambilan keputusan strategis yang mendukung penyusunan anggaran

daerah.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Simbol dan Fungsi Flowchart

Nama SIMBOL

GAMBAR SIMBOL

FUNGSI SIMBOL

TERMINATOR
START/END

O

Menandai titik awal start
dan titik akhir dari suatu
prosedur flowchart

DOKUMEN

Merepresentasikan input
atau output berupa
dokumen fisik maupun
digital, seperti faktur,
laporan, formulir, atau
surat

DOKUMEN
DAN TEMBUSAN

Merepresentasikan
dokumen fisik, formulir,
laporan, atau catatan yang

dihasilkan, digunakan, atau
disimpan dalam suatu
proses bisnis secara manual.

KEGIATAN MANUAL

Menggambarkan
langkah atau prosedur
kerja yang dilakukan
manusia secara manual,

tanpa bantuan sistem

_J
-

komputer atau

otomatisasi
PENGHUBUNG Menghubungkan alur
HALAMAN proses yang terputus
karena berpindah ke

halaman lain

KETERANGAN Memberikan penjelasan
KOMENTAR tambahan ,keterangan

atau catatan kaki pada
langkah tertentu dalam
diagram alir tanpa

mengubah alur proses




Menjadi  bukti  resmi
ARSIP PERMANEN perusahaan sebagai arsip
permanen yang

sudah dijadikan menjadi
dokumen resmi
perusahaan

Sumber:Buku Mulyadi sistem akuntansi Penerbit Salemba empat

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Foto Bersama Kabid, Kabisud, dan Staf Bidang Anggaran BPKD Lumajang
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Mencatat Surat Masuk untuk Bidang Anggaran

' |
XABUPKTEN LUNAY
INSPEKTORAT DAER

JL. ARIF RAHMAN HAKIM No. 0
LUMAJANG

ANG

Distribusi DPA kepada OPD — OPD terkait
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Lampiran 3. Daftar OPD

Kegiatan Wawancara

e b -
‘e it » s —
G sz | ]| v
15 DNAS N0 kAL LI DAN PIANOAG N, ‘/ b : /|
R T 1
16 [Gemrrie ‘I | |
17 [ONAS PEMUDA DAN OUAM £26A { | |
18 0INAL REARSPAN GAN G #PUSTACARY | | |2 |,
v g v 7 A
10 [omas PLRTANAN v 7 S v v | 7 “‘(n i
N AT v v %
20 [ONAS PASIWISATA 4 v v v Vv Vv 7.
21 [SERRITARAT GALRAM /) aaarens 7 v v W P | / |nfpex
TARAY DPRO v v v v 7
YTORAT v e | v &, e
B o [ talitnDa ./ | / py3e
> ;.
1 UADAN KEPEGAWAIAN DATRAN v A, 7 | £ |13
BADAN PUNGELOUA KE CANGAN DAERAN vl v v v v oA Bl B i
J [BADAN PAIAC DA RETRIBUS! DATRAR v v v P A ‘7/!}-'
28 [RADAN PENANGGULANGAN BINCANA DALRAM | o/ v > v Il
4T 3
29 |KECAMATAN LUMAIANG v oL v v | v~ 113{‘
| 30 |rcamanansuncoono 7 o v
I n

#ICAMATAN PACANG
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Lampiran 4. Contoh Dokumen Pelaksanaan Anggaran

KABUPATEN LUMAJANG.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

2 WAJIB YANG TIDAK
PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN 212
DAN PENCATATAN S#IL
ORGANISAS! 2 0000 siPL
a Nama ¢ PAIMAN
b. e 196706061992021001
€. Jabatan PR KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
sPL

Kode Nama Formule
oPA+ SKPO.
[OPA-BELANJA SKPD
(OPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Pembxayasn Daerah SKPD

Oahkan olen, Lumagang, Tanggal 02 Januan 2026
PPRD. Pangguna Anggaran
SUNYOTO. S.E.. MM.. MSA. Ak I PAIMAN

NIP: 196607091997031001 NIP: 196706061992021001

KABUPATEN LUMAIANG.

TAHUN ANGGARAN 226

P
3 tama A
bowe 196700081 982621001
€ v PR KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP1L

ot Hama Formte
loPasxP0 [Funghasan 0P 70

Derinon 31ammhan don Gperrahan cobagamans mesirya
Dot o Lumapng Tongge 02 Jaen 2026
Setwtara Darsh

Dex. AGUS TRXOHO.MS
1P 19090507 1990311004 WP 196607001997631001
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Lampiran 5. Surat Persetujuan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 881622,
Laman -, Pos-el Bpkd@Iumajangkab.go.id

Lumajang, 08 Januari 2026

Nomor : 400.14.5.4b42 /427.73/2026
Sifat : Biasa/ Terbuka

Lampiran : -

Hal : Permohonan tempat PKN

Yth.  Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unversitas Jember
di
JEMBER

Mencukupi surat Saudara Nomor : 093/UN.25.1.4/PM/2026, Tanggal 06 Januari 2026,
Perihal Permohonan Tempat Praktik Kerja Nyata (PKN) Kepada Mahasiswa Universitas
Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jember :

Nama : SOFIAH PUTRI INTAN

NIM 1230803104013

Program Studi  : D3 AKUNTANSI

B ini kami paikan bahwa

diatas kami terima untuk

melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang mulai dari tanggal 05 Januari s.d. 10 April 2026.

a.n. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris
Ub. Kasubag U ! ffan Kepegawaian
ARY
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